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PERATURAIY DAERAH ,

I(ABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2OL2

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAIT DAERAH I{ABUPATEN BARITO

SEI,ATANNOMORlOTNIUN2OO?TENTANGPENGAUTASAIIDAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAI{

Menimbang i a- bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 155.3411485/SJ, tanggal 18

apiit 2012, perihal Klarifikasi Peraturan
Daerah;

bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 1O Tahun 2OOT tentang Pengawasan

dan Pengendalian Minuman Beralkohol
bertentang-an d.engan Pengenaan Retribusi
terhadap label bertentangan dengan

kepentingan umum dan bertentangan dengan

Pasal 3- huruf d dan Pasal 5 aYat (1)

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengawasan Minuman Beralkohol

il;g 
"paaa -intinya Minuman Beralkohol

G;fig; B dan Golongan C adatah termasuk
minuman keras sehing-ga dilarang diproduksi'
pengedaran dan PenjualannYa;

bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal

7 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerirtah Fusat dan Pemerintahan Daerah

jo. Undang-Undang Nomor-28 Tahun 2OO9

ilnt^ng PaJak Daeiah dan Retribusi Daerah'

V""g 
"p"i" intinya pengenaan Retribusi

't"tfr?a"p hbel sebagaimana dimaksud pada

ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Ayat {2\

Peraturair Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 1O Tahun 2OO7 dimaksud;

b.

C.



\fengingat:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
?, b, dan c diatas,
Peraturan Daerah

sebagaimana pada huruf
perlu ditetapkan dengan
Kabupaten Barito Selatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
i82O ) ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3a2\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSaa );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RePublik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38 | ;

Undang-U ndeng Nomor 28 Tahun 2OOg

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL
tentang Pembentrrkan Peratrrran Pemndang -
undangan ( Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a l;

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
tentang Penyelenggaraan Kepariwi.sataan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L996 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Reptrblik Indonesia Nomor 3658 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia Nomor a593 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah:un 2OO7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan
BUPATI BAzuTO SELATAN

MEMUTUSKAN :

MenetAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2OO7 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL

Fasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OO7

renta.ng Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ( Lembaran
Oaerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OA7 Nomor 1O ) diubah sebagai

berikut:
1. Ketentual Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c dan d dihapus'
2. Ketenruan Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dihapus.
3, KCICNIUAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP PASAI 10 diUbAh dAN

ditambah ayat baru, sehingga Pasal 1O berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Haf - hal yang belum diatur datam Peraturan Daerah ini, akan diatur
dengan Peraturan BuPati-

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah
' 

Kabupaten Barito selatan Nomor 2 Tahun 2oo1 tentang Minuman
Beralkohol d.inyatakan dicabut dan tidak berlaku.

7.

8.

9.



(3) Semua Perizinan yang masih berlaku, sepanjalg !i$ak bertentangan
,dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(4) Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, maka ketentrran mengenai

Pengawasan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C tetap

uerlaku kecuali Pengenaan Retribusi terhadap label Minuman
Beralkohol Golongr.rr,a. dirryatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunduoq* Peraturan

Daerah ini dengan Penempatannya da-lam Ler'rr.baran Daerah Kabupaten

3arito Selatan.

2012
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ARIS DAERAH
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